
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1585, 2017 KEMENPAR. Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengisian.  

 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG  

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, 

kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak 

jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang 

dibutuhkan guna menduduki jabatan pimpinan tinggi 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, instansi 

pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan 

tinggi;  

  b.  bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

maka Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan 

Kementerian Pariwisata perlu diganti; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang 

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di 

Lingkungan Kementerian Pariwisata; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2017 Nomor 214); 

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN 

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PARIWISATA. 

 

Pasal 1 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan 

Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan pedoman 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi 

acuan bagi Kementerian Pariwisata dalam penyelenggaraan 

pengisian jabatan pimpinan tinggi secara mutasi/rotasi, 

terbuka dan kompetitif, serta perpanjangan dan 

pemberhentian jabatan pimpinan tinggi. 
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Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2016 tentang Seleksi 

Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 

Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Oktober 2017 

 

MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ARIEF YAHYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 November 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN   

PERATURAN MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG  

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN 

PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PARIWISATA 

 

 

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan 

tinggi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat 

kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam 

jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Sebagai wujud komitmen terhadap Grand Design Reformasi Birokrasi 

yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan 

Reformasi Birokrasi maka Kementerian Pariwisata berupaya mewujudkan 

Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Dengan 

sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan 

pada kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan 

sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 
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